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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/172/KUM/2026 
TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA 
TAHUN 2026 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi 

Bangunan Gedung Negara Tahun 2026; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) 
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

10. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) 
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013–

2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara 

Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU sudah termasuk Pajak, Jasa Kontraktor, Overhead, 
Asuransi, Perizinan, tingkat keselamatan, dan kesehatan 

kerja. 
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KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal  11 Mei 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
 

 

Tembusan: 
Kepala Bapperida Kab. HSS 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/172/KUM/2026 

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI 
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2026 

 
1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m2 bangunan) 

 

Gedung Tidak Sederhana Gedung Sederhana 

Rp 7.000.000,00 Rp 6.220.000,00 

 

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m2 bangunan) 
 

Rumah Tipe A Rumah Tipe B Rumah Tipe C,D,E 

Rp 7.230.000,00 Rp 6.910.000,00 Rp 5.210.000,00 

 

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m2 bangunan) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pagar Gedung Negara 

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping 

Rp 3.920.000,00 Rp 2.880.000,00 Rp 2.740.000,00 

 

Pagar Rumah Negara 

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping 

Rp 3.650.000,00 Rp 1.790.000,00 Rp 1.700.000,00 

 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 


